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PUTUSAN
Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Ktb

e —
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan mengurus
rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru,
sebagai Penggugat;

melawan
Xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan swasta,

tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 12 Maret 2019
yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam
Register Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Ktb, tanggal 12 Maret 2019, telah
mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Kutipan

Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 01 Agustus 2009;
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2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Arjuna RT.04, RW.
02, Desa Sebelimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten
Kotabaru selama 5 (lima) tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah orang
tua Penggugat alamat di jalan Arjuna, RT.04, RW. 02, Desa Sebelimbingan,
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan,
Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri
dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Assyfa Nur Hikmah binti
Hedriyanto, yang lahir pada tanggal 05- 05-2011, di Kotabaru.

3. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat
terus -menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor
penyebab utama dan paling dominan adalah karena sudah tidak adanya
kecocokan lagi. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan
sering terjadi pertengkaran mulut, dan Tergugat sering marah-marah
bersikap emosional dan Tergugat juga meninggalkan rumah ;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17
Desember 2018, Kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut,
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan
Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga
sekarang selama lebih 1 (satu) tahun;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar
menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat
serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga
yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan
demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa,
mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan
Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri
di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke
persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor
122Pdt.G/2019/PA Ktb, tanggal 19 Maret 2019 dan panggilan Nomor
122Pdt.G/2019/PA.Ktb, tanggal 4 April 2019 yang dibacakan di persidangan,
telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan
Agama Kotabaru;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi
nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai
dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat
oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat
didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun
kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka

Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;
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Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan
alat-alat bukti sebagai berikut:
[. BUKTI SURAT:
1. Fotokopi KTP, NIK: xxxxx, tanggal 23 Juni 2012, yang
dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru,
Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata
sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi
tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 1
Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah
bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya,
kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan lkrar Talak yang buat dan
ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, tertanggal 17 Desember
2018. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan
ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan
diberi tanda (P.3);
II. SAKSI-SAKSI:
1.- Xxxxx, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Telah memberi
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kakak ipar saksi dan
kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik sebagaimana
layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
mulanya harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 sudah tidak
harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak bertegur
sapa;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat emosional,
sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat
tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa sejak bulan Desember 2018 yang lalu, antara Penggugat
dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang
pergi meninggalkan rumah kediaman bersama,;

- Bahwa selama berpisah hingga sekarang tidak berkumpul dan
hidup rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat
dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.- XxxXxxx, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Telah memberi

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik sebagaimana
layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
mulanya harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 sudah tidak

harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat
saling tidak bertegur sapa;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat
emosional, sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada
Penggugat tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa sejak bulan Desember 2018 yang lalu, antara Penggugat
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dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang
pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah hingga sekarang tidak berkumpul dan
hidup rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan
Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap
pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal
sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian diantara
orang Islam, maka Pengadilan Agama Kotabaru berwenang secara absolut

mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara
Islam dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu
Penggugat memiliki legal standing (berkualitas) sebagai pihak dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, tidak hadir di sidang dan tidak menyuruh orang lain
sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya
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tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut
tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil
secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di sidang harus dinyatakan tidak
hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut

dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 149 RBg adalah dalil syar’i
dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz Il halaman 405 yang diambil alih sebagai

pendapat sebagai berikut :

al U 569 i pld praliiall 0 S5 go a5 b Gl 05 o
od s>

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Muslim untuk
menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu,
maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar
mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha

tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,
maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung
R.l. Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan
Agama Kotabaru dan tidak ada eksepsi dari Tergugat, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relative

Pengadilan Agama Kotabaru;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, di
persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, dan

P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.1) yang merupakan akta
otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah
memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan
mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana
yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. terbukti bahwa Penggugat berdomisili
dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabaru sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.2) yang diajukan oleh
Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan
telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ternyata telah memenuhi
syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti
tersebut dapat diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti antara
Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan

Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.3. berupa Surat
Pernyataan Talak dari Tergugat kepada Penggugat terbukti bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat benar telah pecah dan terbukti Tergugat telah
mentalak Penggugat secara bawah tangan;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan
tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil
gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg dengan sendirinya
dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang perceraian, karenanya meskipun
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari adanya
kesepakatan terselubung dan kebohongan serta dengan berpedoman pada
ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka
perlu membebankan kepada Penggugat untuk menghadirkan para saksi

keluarga atau orang dekatnya di sidang;
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Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dari Penggugat
mengenai dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat semula kelihatan rukun dan harmonis namun sejak bulan
Juni 2018 yang lalu, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat
mempunyai sifat emosional, sering marah-marah dan berkata-kata kasar
kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, akibatnya sejak bulan Desember
2018 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga
sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan tidak ada harapan untuk hidup
rukun kembali dalam rumah tangga adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar
sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi pertama dan saksi kedua
Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain
mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu keterangan
kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan pasal
309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2, dan P.3, serta

keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya :
- Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Kotabaru;

- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada
tanggal 24 Juli 2009 yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Sejak bulan Juni 2018 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus;

- Penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat emosional, sering
marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang
jelas;
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- Sejak bulan Desember 2018 yang lalu antara Penggugat dengan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah
berkumpul kembali dan tidak ada upaya keduanya untuk hidup rukun

kembali;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah
memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan keduanya telah
mengedintifikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan berpisah tempat

tinggal;

Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat sejak bulan Desember 2018 yang lalu, keduanya sudah tidak dapat

menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa demikian juga sikap Tergugat yang tidak pernah
hadir menghadap ke persidangan, patut diduga bahwa Tergugat tidak akan
mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah
tangganya lagi, karena apabila Tergugat masih ingin mempertahankan
keutuhan rumah tangganya sudah seharusnya Tergugat datang menghadap ke

persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang
sah;
2. Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan
Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang
Nomor 50
Tahun 2009 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam,
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3. Sejak bulan Desember 2018 yang lalu, telah terjadi pisah tempat tinggal
diantara Penggugat dan Tergugat, dan selama itu pula antara mereka tidak
terjalin lagi komunikasi yang baik, dan sampai menjelang diucapkannya
putusan ini, Penggugat menyatakan bahwa dirinya tetap pada pendirian

ingin bercerai dengan Tergugat:

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah
dan tidak mungkin lagi dipertahankan. Kalaupun dipertahankan justru akan
menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh

karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil
gugatannya, oleh karenanya Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kitab Fighus Sunnah karangan
Sayyid Sabig, juz II, halaman 248, diambil alih oleh pendapat Hakim yang
berbunyi :

Blay oo 130V OSg izl Wilacl gl vaumg I diy uolall sl lges cain 1519

aisk aslls lgalls login gV (¢ oladl e g loglliol (pu 8 uusl] plgy azo

Artinya :  “Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan
istri atau dengan pengakuan suami membuat istri tidak tahan lagi,

sehingga Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat

meceraikan dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2)
huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-
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undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat
(Xxxxx);

4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan
puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 10
April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1440 Hijriah. Oleh Hj.
Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh H. Ahmad Salim
Ridha, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd
H. Aslamiah, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
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H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag
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